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ABSTRAK 

 

PENYESUAIAN KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN FINLANDIA 

TERHADAP RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE UNI EROPA 

 

Oleh 

 

KEANURIANDI ALFARIZI 

 

Penerapan Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa memunculkan 

dinamika baru di tengah keberagaman struktur energi nasional negara anggota. 

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas kebijakan energi terbarukan Uni 

Eropa dari berbagai sudut pandang, belum banyak yang melihat bagaimana negara 

anggota dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber energi tertentu, seperti 

Finlandia dengan bioenergi berbasis kehutanannya, melakukan penyesuaian 

kebijakan nasional secara strategis dalam kerangka RED, sekaligus memahami 

pertimbangan rasional di balik penyesuaian tersebut. Penelitian ini berupaya 

mengisi celah tersebut dengan pertanyaan: “apa alasan Finlandia melakukan 

penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasionalnya terhadap ketentuan RED Uni 

Eropa?”. Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan dinamika penyesuaian 

kebijakan energi terbarukan Finlandia dalam konteks pengetatan standar 

keberlanjutan biomassa melalui RED III, sekaligus memahami pertimbangan 

rasional yang melatarbelakanginya. 

Penelitian ini menggunakan Rational Choice Institutionalism (RCI) dan 

konsep Europeanization sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi 

literatur dan dokumentasi. Data bersumber dari dokumen resmi Uni Eropa, 

publikasi pemerintah Finlandia, serta laporan lembaga internasional seperti 

Eurostat, IEA, OECD, dan EEA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan Finlandia paling 

tepat dipahami sebagai pilihan rasional yang dibangun di atas kalkulasi konsekuensi 

yang kompleks. Pada aspek lingkungan, penurunan kapasitas carbon sink hutan 

melemahkan posisi bioenergi kehutanan dalam kerangka regulasi Uni Eropa. Pada 

aspek ekonomi, adopsi Cascading Principle dan investasi teknologi BECCS 

membuka peluang nilai tambah yang lebih besar. Pada aspek institusional, tekanan 

prosedur pelanggaran dari Komisi Eropa memperkuat disinsentif ketidakpatuhan 

secara nyata. Secara keseluruhan, penyesuaian kebijakan Finlandia bersifat selektif 

dan bertahap, mencerminkan interaksi antara pertimbangan rasional domestik dan 

struktur aturan institusional Uni Eropa yang semakin mengikat. 

 

Kata Kunci: Renewable Energy Directive, bioenergi kehutanan, Finlandia, 

Rational Choice Institutionalism, Eropanisasi. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

ADJUSTMENT OF FINLAND'S RENEWABLE ENERGY POLICY TO 

THE EUROPEAN UNION'S RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE 

 

By 

 

KEANURIANDI ALFARIZI 

 

The implementation of the European Union's Renewable Energy Directive 

(RED) has introduced new dynamics amid the diversity of national energy 

structures among member states. Although numerous studies have examined EU 

renewable energy policy from various perspectives, few have looked at how 

member states with high dependency on particular energy sources, such as Finland 

with its forestry-based bioenergy, strategically adjust their national policies within 

the RED framework, let alone comprehend the rational considerations underlying 

such adjustments. This study seeks to fill that gap by addressing the question: "what 

are Finland's reasons for adjusting its national renewable energy policy toward the 

EU's RED provisions?". The aim is to elaborate on the dynamics of Finland's 

renewable energy policy adjustment in the context of tightening biomass 

sustainability standards under RED III, while understanding the rational 

considerations behind it. This study employs Rational Choice Institutionalism 

(RCI) and the concept of Europeanization as its main analytical framework. A 

descriptive qualitative approach is used, with data collected through literature 

review and documentation. Data are drawn from official EU documents, Finnish 

government publications, and reports from international institutions including 

Eurostat, IEA, OECD, and EEA. The findings indicate that Finland's policy 

adjustment is best understood as a rational choice built upon complex consequence 

calculations. In the environmental aspect, the declining capacity of forest carbon 

sinks has weakened the standing of forestry-based bioenergy within the EU 

regulatory framework. In the economic aspect, the adoption of the cascading 

principle and investment in BECCS technology open greater value-added 

opportunities. In the institutional aspects, infringement proceedings initiated by the 

European Commission have concretely reinforced the disincentives of non-

compliance. Overall, Finland's policy adjustment is selective and gradual, reflecting 

the interaction between domestic rational considerations and the increasingly 

binding institutional rule structure of the European Union. 

 

Keywords: Renewable Energy Directive, forestry-based bioenergy, Finland, 

Rational Choice Institutionalism, Europeanization. 
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“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 

kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.” 

(Qs. Al-Baqarah: 152) 

 

 

 

“Whatever comes our way, whatever battle we have raging inside us, we always 

have a choice... It's the choices that make us who we are, and we can always 

choose to do what's right.” 

- Peter Parker / Spider Man 

 

 

 

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to 

turn on the light.” 

- Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Uni Eropa menempatkan transisi energi sebagai salah satu agenda strategis 

utama dalam upaya mencapai netralitas iklim jangka panjang (European Council, 

2025). Untuk mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan secara 

kolektif, Uni Eropa mengembangkan kerangka kebijakan bersama melalui 

Renewable Energy Directive (RED), yaitu instrumen hukum Uni Eropa yang 

menetapkan target, standar, dan mekanisme pengembangan energi terbarukan bagi 

seluruh negara anggota (European Commission, 2025e). Kebijakan ini bersifat 

mengikat dan menjadi dasar harmonisasi kebijakan energi terbarukan di tingkat 

regional. Revisi terbaru dari kebijakan tersebut, yaitu RED III, menetapkan target 

wajib minimal 42,5% energi terbarukan dalam bauran energi Uni Eropa pada tahun 

2030, meningkat dari target sebelumnya sebesar 32% (European Commission, 

2025f). Target ini berlaku bagi seluruh negara anggota sebagai bagian dari 

pendekatan kolektif Uni Eropa dalam transisi menuju sistem energi yang lebih 

bersih.  

Melalui RED, Uni Eropa berupaya menyelaraskan standar, instrumen, dan 

arah kebijakan energi terbarukan di antara negara anggota yang memiliki sistem 

energi dan kondisi geografis yang berbeda (European Commission, 2025e). 

Harmonisasi ini diwujudkan melalui penetapan target bersama, standar 

keberlanjutan, mekanisme pelaporan, serta percepatan prosedur perizinan proyek 

energi terbarukan (Babiker & Ciucci, 2025). Negara anggota diwajibkan 

mentransposisikan ketentuan RED ke dalam kebijakan dan hukum nasional mereka 

dalam jangka waktu 18 bulan setelah direktif diberlakukan, sehingga kebijakan 

energi nasional menjadi instrumen utama pelaksanaan komitmen Uni Eropa di 
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tingkat domestik (European Commission, 2025f). Penyelarasan tersebut mencakup 

berbagai sektor energi, termasuk sektor listrik, transportasi, serta pemanas dan 

pendingin (Directorate-General for Energy, 2024).  

Meskipun bersifat mengikat, kebijakan energi Uni Eropa tidak sepenuhnya 

menyeragamkan desain kebijakan energi nasional negara anggota (Directorate-

General for Energy, 2024). Uni Eropa memberikan ruang kewenangan bagi negara 

anggota untuk menentukan pilihan teknologi energi terbarukan yang diprioritaskan 

serta merancang instrumen kebijakan pendukung sesuai dengan kondisi domestik 

masing-masing, seperti skema insentif dan mekanisme pasar energi (Directorate-

General for Energy, 2024). Meskipun demikian, ruang kewenangan tersebut tetap 

dibatasi oleh target dan standar minimum yang ditetapkan melalui RED, sehingga 

negara anggota tetap diwajibkan menyesuaikan instrumen kebijakan nasional agar 

selaras dengan ketentuan Uni Eropa (European Commission, 2025e). Penyesuaian 

ini terutama dilakukan melalui proses transposisi RED ke dalam hukum nasional 

(Directorate-General for Energy, 2025a). Negara anggota harus memastikan bahwa 

kebijakan domestik mereka tidak bertentangan dengan target dan standar yang telah 

ditetapkan Uni Eropa. Penyesuaian tersebut juga mencakup perubahan prosedur 

perizinan serta mekanisme administrasi proyek energi terbarukan (Directorate-

General for Energy, 2025a). 

Selain itu, negara anggota diwajibkan memperkenalkan instrumen kebijakan 

baru sesuai dengan ketentuan direktif, yang dalam praktiknya dapat melibatkan 

revisi undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan sektoral 

(Directorate-General for Energy, 2024). Setiap penyesuaian kebijakan nasional 

tersebut kemudian harus dilaporkan kepada Komisi Eropa, serta negara anggota 

diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan energi melalui 

kerangka National Energy and Climate Plans (NECP) (European Commission, 

2025c). Laporan ini digunakan oleh Komisi Eropa untuk menilai kesesuaian 

kebijakan nasional dengan target dan standar Uni Eropa, yang selanjutnya dapat 

diikuti dengan rekomendasi kebijakan bagi negara anggota (Directorate-General for 

Energy, 2024; European Commission, 2025c). 
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Dalam praktiknya, pendekatan penyelarasan kebijakan energi terbarukan Uni 

Eropa berhadapan dengan keragaman struktural di antara negara anggota. Negara-

negara Uni Eropa memiliki perbedaan dalam hal ketersediaan sumber daya alam, 

kondisi geografis, serta struktur energi nasional (Babiker & Ciucci, 2025). 

Keberagaman ini memengaruhi pilihan teknologi energi terbarukan yang 

dikembangkan oleh masing-masing negara. Negara-negara Eropa Selatan 

cenderung mengandalkan tenaga surya dan tenaga air, sementara beberapa negara 

Eropa Barat dan Nordik mengembangkan energi angin dalam skala besar (Eurostat, 

2025). Di kawasan Nordik, termasuk Finlandia, pemanfaatan energi terbarukan 

didominasi oleh bioenergi berbasis biomassa kehutanan, tenaga air, dan energi 

angin (Eurostat, 2025). 

Di antara negara anggota Uni Eropa, Finlandia termasuk negara dengan 

tingkat pemanfaatan energi terbarukan yang tinggi (Eurostat, 2025). Pada tahun 

2024, pangsa energi terbarukan dalam konsumsi energi akhir bruto Finlandia 

mencapai sekitar 52,1%, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat 

pemanfaatan energi terbarukan tertinggi di Uni Eropa (Eurostat, 2025). Peningkatan 

tersebut didorong oleh bertambahnya instalasi energi terbarukan, seperti tenaga 

angin, tenaga surya, dan bioenergi, sementara penggunaan bahan bakar fosil 

menurun secara bertahap (Statistics Finland, 2025b). Bioenergi berbasis biomassa 

kehutanan menjadi salah satu sumber utama energi terbarukan di Finlandia 

(European Environment Agency, 2025). Selain itu, produksi listrik dari tenaga 

angin meningkat secara signifikan dan dalam beberapa tahun terakhir mulai 

melampaui tenaga air sebagai salah satu sumber utama listrik terbarukan seiring 

dengan bertambahnya instalasi turbin angin baru (Statistics Finland, 2025b). Dalam 

sistem energi nasional Finlandia, sumber energi terbarukan berkembang 

berdampingan dengan energi nuklir dan sumber energi rendah karbon lainnya 

(Statistics Finland, 2025b). Kombinasi antara keberhasilan Finlandia dalam 

meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan (Statistics Finland, 2025b) dan 

tingginya ketergantungan terhadap bioenergi berbasis kehutanan (IEA Bioenergy, 

2024) menjadikan negara ini sebagai kasus yang relevan untuk mengkaji dinamika 

penyesuaian kebijakan energi nasional dalam kerangka regulasi Uni Eropa. 
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Pada dasarnya, kebijakan energi terbarukan Finlandia dibentuk berdasarkan 

kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya domestiknya, terutama melalui 

pemanfaatan sumber daya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan 

(Ministry of Economic Affairs and Employment, 2024). Faktor geografis tersebut 

memengaruhi arah kebijakan pemerintah Finlandia dalam menentukan prioritas 

pengembangan energi terbarukan (OECD, 2025a). Pendekatan kebijakan ini 

kemudian diwujudkan ke dalam NECP yang menjadi acuan pengembangan sistem 

energi Finlandia (Ministry of Economic Affairs and Employment, 2024). 

Kemudian, pemerintah Finlandia menetapkan peningkatan pangsa energi 

terbarukan sebagai bagian dari kebijakan dekarbonisasi nasional, dengan target 

menaikkan porsi energi terbarukan dalam konsumsi akhir energi bruto hingga 

sekitar 51% pada tahun 2030 (Ministry of Economic Affairs and Employment, 

2024). Karena itu, bioenergi dan tenaga angin dijadikan sebagai sektor yang 

diprioritaskan dalam kebijakan energi nasional Finlandia (Ministry of Economic 

Affairs and Employment, 2024). Pemanfaatan daripada sumber daya tersebut tidak 

berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam strategi energi dan iklim nasional 

sehingga kebijakan energi terbarukan Finlandia juga dikaitkan dengan tujuan 

efisiensi energi dan ketahanan pasokan energi domestik (Ministry of Economic 

Affairs and Employment, 2024). 

Struktur energi nasional Finlandia terdiri atas kombinasi berbagai sumber 

energi terbarukan dan sumber energi rendah karbon lainnya (Statistics Finland, 

2025b). Dalam produksi energi nasional, biomassa, tenaga angin, dan tenaga air 

menjadi kontributor utama energi terbarukan (Statistics Finland, 2025b). Wilayah 

Finlandia yang didominasi oleh kawasan hutan yang luas menjadikan biomassa 

berbasis kayu sebagai sumber energi terbarukan yang penting dalam sistem energi 

nasional (European Environment Agency, 2025), di mana sebagian besar bioenergi 

berasal dari biomassa padat seperti limbah industri kehutanan yang dimanfaatkan 

untuk produksi energi panas dan listrik (IEA Bioenergy, 2024). Tenaga angin juga 

mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu sumber utama listrik 

terbarukan dalam beberapa tahun terakhir (Statistics Finland, 2025b). Namun, 

ketergantungan pada biomassa dan tenaga angin tersebut juga diikuti oleh isu 

ketersediaan bahan baku serta fluktuasi produksi listrik yang dipengaruhi oleh 
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kondisi cuaca (IEA Bioenergy, 2024). Meskipun demikian, energi nuklir tetap 

memegang peran penting dalam menjaga ketahanan pasokan listrik nasional 

Finlandia (WNA, 2024). 

Meskipun Finlandia menunjukkan tingkat pemanfaatan energi terbarukan 

yang tinggi dan konsisten memenuhi target Uni Eropa, terdapat perbedaan orientasi 

kebijakan dalam pemanfaatan bioenergi kehutanan antara tingkat Uni Eropa dan 

tingkat nasional (European Bioplastics, 2025). Pada tingkat Uni Eropa, kebijakan 

energi terbarukan melalui RED III memperketat kriteria keberlanjutan biomassa, 

terutama biomassa kayu (European Commission, 2025a), seiring meningkatnya 

perdebatan mengenai dampaknya terhadap emisi karbon jangka panjang dan fungsi 

hutan sebagai carbon sink (European Commission, 2025g). Sementara itu, dalam 

kebijakan energi nasional Finlandia, bioenergi berbasis kehutanan tetap diposisikan 

sebagai komponen utama transisi energi yang sesuai dengan kondisi geografis dan 

struktur ekonomi domestik (Ministry of Economic Affairs and Employment, 2024). 

Perbedaan arah kebijakan tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian 

antara kerangka regulasi supranasional Uni Eropa dan struktur energi nasional 

negara anggota yang sangat bergantung pada biomassa kehutanan, sehingga 

membuka ruang bagi dinamika penyesuaian kebijakan di tingkat domestik. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan 

energi terbarukan Uni Eropa yang bersifat seragam dan realitas struktur energi 

nasional Finlandia yang memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Harmonisasi 

kebijakan melalui RED tidak hanya menyangkut aspek teknis pelaksanaan, tetapi 

juga proses penyesuaian kebijakan energi nasional terhadap aturan dan batasan Uni 

Eropa, yang secara bersamaan membentuk ruang kebijakan domestik negara 

anggota. Dalam konteks tersebut, RED menguntungkan Finlandia karena 

menetapkan target yang mengikat namun memberi fleksibilitas dalam pemilihan 

instrumen kebijakan, sehingga Finlandia dapat menyesuaikan strategi nasionalnya. 

Di sisi lain, RED juga berpotensi merugikan melalui pengetatan kriteria 

keberlanjutan biomassa kehutanan serta kewajiban transposisi dan pelaporan yang 

menambah beban penyesuaian kebijakan domestik. Sehingga, Finlandia 

dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan energi terbarukan 

nasionalnya agar tetap selaras dengan kerangka kebijakan Uni Eropa, tanpa 
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mengabaikan kondisi dan struktur energi nasional yang telah terbentuk. Sehingga, 

penelitian ini berfokus pada mengapa Finlandia menyesuaikan kebijakan energi 

terbarukan nasionalnya dalam kerangka RED Uni Eropa, khususnya dalam konteks 

ketergantungan terhadap bioenergi berbasis kehutanan, guna memahami dinamika 

hubungan antara kebijakan supranasional Uni Eropa dan kebijakan energi nasional 

negara anggota dalam proses transisi energi. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Penerapan RED Uni Eropa dirancang sebagai kerangka kebijakan bersama 

yang bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota, termasuk Finlandia. Namun, 

dalam implementasinya, kebijakan ini dihadapkan pada perbedaan kondisi 

struktural energi nasional, khususnya di negara-negara yang memiliki 

ketergantungan tinggi terhadap sumber energi tertentu. Finlandia, sebagai negara 

dengan struktur energi nasional yang didominasi oleh bioenergi berbasis kehutanan, 

menghadapi tantangan tersendiri seiring dengan semakin ketatnya standar 

keberlanjutan biomassa dalam kerangka RED III. Kondisi ini menimbulkan 

kesenjangan antara desain kebijakan energi terbarukan Uni Eropa yang bersifat 

seragam dan realitas kebijakan energi nasional Finlandia yang spesifik. Situasi 

tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan energi nasional tidak hanya 

dipengaruhi oleh kewajiban regulasi Uni Eropa, tetapi juga oleh berbagai 

pertimbangan domestik yang berkaitan dengan struktur energi, kepentingan sektor 

kehutanan, serta strategi energi nasional Finlandia. Sehingga berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu, “apa 

alasan Finlandia melakukan penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasionalnya 

terhadap ketentuan RED Uni Eropa?” 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kebijakan RED Uni Eropa sebagai kerangka kebijakan 

energi terbarukan yang mengikat negara anggota. 

2. Mendeskripsikan kebijakan energi terbarukan nasional Finlandia, 

khususnya ketergantungannya terhadap bioenergi berbasis kehutanan. 

3. Menguraikan alasan Finlandia melakukan penyesuaian kebijakan energi 

terbarukan nasionalnya terhadap RED Uni Eropa. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hubungan internasional, 

khususnya dalam studi kebijakan Uni Eropa, dengan menyoroti alasan negara 

anggota menyesuaikan kebijakan energi nasionalnya dalam merespons kebijakan 

energi terbarukan Uni Eropa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi konseptual dengan memosisikan negara anggota sebagai aktor yang 

secara rasional menyesuaikan kebijakan nasionalnya dalam kerangka aturan 

institusional Uni Eropa. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya 

memperluas pemahaman mengenai dinamika antara integrasi regional dan 

kebijakan energi nasional, khususnya dalam konteks interaksi antara kebijakan 

supranasional Uni Eropa dan kepentingan energi domestik negara anggota.. Selain 

itu, penelitian  ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya 

yang mengkaji isu serupa dalam konteks hubungan antara kebijakan supranasional 

dan negara anggota. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dibangun atas sejumlah kajian terdahulu yang menyoroti 

kebijakan energi terbarukan Uni Eropa serta respons negara anggota dalam 

menghadapi tuntutan penyelarasan kebijakan di tingkat Uni Eropa dengan 

kepentingan energi nasional masing-masing negara. Untuk membangun kerangka 

analisis yang sistematis, peneliti mengelompokkan literatur yang digunakan 

berdasarkan fokus kajian dan tingkat analisis. Pengelompokan tersebut mencakup 

kajian mengenai kerangka kebijakan energi terbarukan Uni Eropa, respons negara 

anggota terhadap kebijakan tersebut, perdebatan mengenai bioenergi kehutanan, 

serta studi yang secara khusus membahas konteks Finlandia. Melalui 

pengelompokan tersebut, penelitian ini bertujuan menunjukkan keterkaitan antar 

literatur sekaligus memetakan posisi penelitian dalam kajian yang telah ada. 

Kajian mengenai RED umumnya menempatkan kebijakan energi Uni Eropa 

sebagai arena politik lintas level, di mana proses integrasi supranasional berhadapan 

dengan kepentingan nasional negara anggota. Leal-Arcas dan Minas (2016) 

memandang RED sebagai instrumen hukum mengikat yang mengintegrasikan 

hukum internasional dan hukum Uni Eropa dalam tata kelola energi terbarukan. 

Namun, Bocquillon dan Maltby (2020) serta Herranz-Surrallés (2019) menegaskan 

bahwa integrasi tersebut tetap dibatasi oleh logika intergovernmental, mengingat 

negara anggota mempertahankan kedaulatan atas bauran energi inti mereka. Dalam 

kerangka ini, Thaler dan Pakalkaite (2021) menunjukkan bahwa penguatan 

mekanisme kepatuhan dan pengawasan Uni Eropa memang membatasi ruang gerak 

negara anggota, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kewenangan domestik 

dalam praktik kebijakan. Dekanozishvili (2023) menambahkan bahwa RED 

merupakan hasil kompromi dan pembentukan agenda oleh negara anggota, 

sehingga mencerminkan dinamika negosiasi kepentingan, bukan dominasi sepihak 

institusi supranasional. 



9 

 

Sejumlah penelitian kemudian menyoroti bahwa implementasi kebijakan 

energi terbarukan Uni Eropa sangat dipengaruhi oleh konteks domestik dan 

kepentingan strategis masing-masing negara anggota. Trouvé (2020), melalui studi 

kasus Polandia, memperlihatkan bagaimana ketergantungan pada batu bara dan 

kepentingan ekonomi nasional membatasi tingkat implementasi RED. Temuan ini 

diperkuat oleh Zajączkowska (2017), yang dalam analisis komparatif terhadap 

tujuh negara anggota menemukan bahwa Polandia tetap mempertahankan batu bara 

sebagai sumber energi dominan, bertentangan dengan arah transisi energi UE. 

Negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Denmark menunjukkan pendekatan 

berbeda dengan lebih proaktif mendukung pengembangan energi terbarukan. 

Dalam konteks yang sama, Brendler dan Thomann (2024) menyoroti konflik 

kebijakan domestik di Jerman dan Swedia terkait pembatasan biomassa padat 

dalam RED II, di mana Swedia mempertahankan posisi bioenergi sebagai pilar 

utama transisi energi, sedangkan di Jerman terjadi ketegangan antara agenda 

konservasi dan pemanfaatan energi biomassa. Lebih lanjut, Thomann dan 

Zhelyazkova (2017) menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum Uni Eropa 

merupakan proses interpretatif yang aktif, sehingga menghasilkan variasi 

implementasi antarnegara. Bahkan, Ollier dkk. (2022) menunjukkan bahwa 

perubahan strategi nasional kerap menjadi pemicu awal perubahan kebijakan di 

tingkat Uni Eropa, menegaskan peran negara anggota sebagai aktor sentral dalam 

dinamika integrasi energi. 

Perdebatan mengenai bioenergi kehutanan menjadi salah satu isu paling 

kontroversial dalam kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Sejumlah penelitian 

mengkritik asumsi bahwa biomassa bersifat netral karbon. Berndes dkk. (2016) dan 

Norton dkk. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan biomassa hutan dapat 

menimbulkan emisi karbon dalam jangka menengah dan berpotensi menghambat 

pencapaian target iklim. Giljam (2016) dan Mai-Moulin dkk. (2021) menilai bahwa 

meskipun RED II memperketat kriteria keberlanjutan, kebijakan tersebut belum 

sepenuhnya mampu mengatasi risiko carbon debt dan dampak pengelolaan hutan 

di tingkat lokal. Pandey dan Erbaugh (2024) menegaskan bahwa keberlanjutan 

bioenergi sangat ditentukan oleh desain kebijakan dan tata kelola yang diterapkan, 
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sehingga isu ini terus menjadi sumber perdebatan antara Uni Eropa dan negara 

anggota. 

Dalam konteks Finlandia, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa negara 

tersebut menghadapi dilema dalam transisi energi. Forsell dkk. (2016) yang 

menganalisis dampak peningkatan permintaan biomassa UE terhadap efisiensi 

sumber daya dan keberlanjutan hutan di Finlandia, menemukan bahwa tekanan 

permintaan dapat menimbulkan trade-off antara energi dan sektor kehutanan, serta 

menyoroti pentingnya prinsip efisiensi kayu dalam strategi nasional. Proskurina 

(2024) menyoroti ketergantungan Finlandia pada bioenergi kehutanan untuk 

mencapai target netralitas karbon pada 2035, yang berpotensi berbenturan dengan 

regulasi Uni Eropa yang semakin ketat. Skjærseth dkk. (2023) menunjukkan bahwa 

peran RED dalam mendorong pengembangan energi angin di Finlandia relatif 

terbatas, karena kebijakan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi pasar 

domestik. Sementara itu, Kilpeläinen dkk. (2021) menegaskan bahwa kebijakan 

energi di Finlandia memunculkan konflik kepentingan antar-aktor domestik, 

sehingga menunjukkan bahwa kebijakan energi nasional merupakan proses politik 

yang kompleks. 

Secara keseluruhan, sejumlah kajian terdahulu telah menjelaskan dinamika 

kebijakan energi terbarukan Uni Eropa, perbedaan respons negara anggota, serta 

kontroversi bioenergi kehutanan. Namun, sebagian besar penelitian lebih menyoroti 

aspek kepatuhan terhadap regulasi Uni Eropa atau perdebatan mengenai 

keberlanjutan bioenergi. Penelitian yang secara khusus menganalisis alasan di balik 

penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasional negara anggota dalam konteks 

hubungan antara kebijakan supranasional Uni Eropa dan kepentingan energi 

domestik masih relatif terbatas. Dalam konteks Finlandia, penelitian yang secara 

khusus mengkaji alasan penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasional terhadap 

kerangka RED, khususnya dalam kaitannya dengan ketergantungan pada bioenergi 

berbasis kehutanan, juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya 

mengisi celah tersebut dengan menganalisis alasan Finlandia melakukan 

penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasionalnya terhadap RED Uni Eropa. 

 



11 

 

2.2.  Landasan Teori dan Konseptual 

2.2.1.  Rational Choice Institutionalism (RCI) 

Rational Choice Institutionalism (RCI) merupakan salah satu pendekatan 

dalam kajian new institutionalism yang berkembang dalam ilmu politik sejak akhir 

1980-an sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana institusi memengaruhi 

perilaku aktor politik dalam proses pengambilan keputusan (Hall & Taylor, 1996). 

Hall dan Taylor menjelaskan bahwa kajian institusionalisme modern dapat dibagi 

ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu hitrocial institutionalism, sociological 

institutionalism, dan rational choice institutionalism (Hall & Taylor, 1996). Ketiga 

pendekatan tersebut sama-sama menekankan pentingnya institusi dalam 

membentuk perilaku politik, tetapi memiliki asumsi yang berbeda mengenai 

bagaimana aktor berinteraksi dengan aturan institusional (Hall & Taylor, 1996). 

Dalam pendekatan RCI, aktor dipahami sebagai aktor rasional yang membuat 

keputusan berdasarkan perhitungan konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan 

yang tersedia (Hall & Taylor, 1996). Institusi kemudian berfungsi sebagai 

seperangkat aturan yang membatasi sekaligus mengarahkan pilihan rasional para 

aktor dalam proses pengambilan keputusan (Hall & Taylor, 1996). Sehingga, 

keputusan kebijakan dipahami sebagai hasil interaksi antara perhitungan rasional 

aktor dan struktur aturan institusional yang membentuk konteks pengambilan 

keputusan tersebut (Hall & Taylor, 1996). 

Dalam konteks integrasi Uni Eropa, RCI menekankan bahwa perilaku negara 

anggota dipengaruhi oleh aturan institusional dan mekanisme delegasi kewenangan 

dalam sistem Uni Eropa (Pollack, 2003). Pollack menjelaskan bahwa integrasi 

Eropa telah menghasilkan sistem institusional yang memiliki seperangkat aturan 

formal dan prosedur hukum yang mengikat negara anggota. Dalam sistem ini, 

negara anggota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Uni Eropa untuk 

memastikan bahwa aturan bersama dapat diterapkan secara konsisten (Pollack, 

2003). Delegasi kewenangan tersebut menciptakan struktur kelembagaan yang 

menjadi kerangka bagi negara anggota dalam mengambil keputusan di berbagai 

bidang kebijakan (Pollack, 2003). Oleh karena itu, kebijakan Uni Eropa bukan 

hanya sebuah hasil kesepakatan politik antarnegara, tetapi juga bagian dari 

kerangka aturan institusional yang memengaruhi pilihan kebijakan domestik negara 
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anggota (Pollack, 2005). Dalam kerangka ini, negara anggota harus 

mempertimbangkan aturan dan prosedur institusional Uni Eropa ketika menentukan 

kebijakan domestik mereka (Pollack, 2005). 

Dalam pendekatan RCI, institusi juga menciptakan struktur insentif dan 

disinsentif yang memengaruhi perilaku aktor politik (Pollack, 2005). Aturan 

institusional dapat memberikan keuntungan tertentu bagi aktor yang mematuhi 

aturan tersebut, sekaligus menimbulkan konsekuensi bagi aktor yang tidak 

mematuhinya (Pollack, 2005). Dalam konteks Uni Eropa, mekanisme institusional 

seperti pengawasan oleh Komisi Eropa dan prosedur pelanggaran hukum 

menciptakan tekanan bagi negara anggota untuk mematuhi aturan bersama 

(Pollack, 2005). Struktur insentif tersebut membentuk perhitungan rasional negara 

anggota dalam menentukan pilihan kebijakan domestik mereka (Pollack, 2005). 

Negara anggota kemudian dapat mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan dengan 

mempertimbangkan keuntungan dan biaya dari setiap pilihan yang tersedia (Hall & 

Taylor, 1996). Sehingga, keputusan kebijakan negara anggota dalam kerangka Uni 

Eropa dapat dipahami sebagai hasil dari perhitungan rasional yang dipengaruhi oleh 

struktur aturan institusional yang berlaku (Pollack, 2005). 

Pendekatan ini juga menekankan bahwa negara anggota membuat keputusan 

berdasarkan logika konsekuensi, yaitu dengan mempertimbangkan keuntungan dan 

kerugian dari setiap alternatif kebijakan yang tersedia (Hall & Taylor, 1996). 

Negara akan memilih alternatif kebijakan yang dianggap memberikan manfaat 

terbesar atau biaya paling kecil dalam kerangka aturan institusional yang berlaku 

(Hall & Taylor, 1996). Dalam konteks kebijakan Uni Eropa, perhitungan tentunya 

sering kali dipengaruhi oleh potensi keuntungan ekonomi, stabilitas kebijakan 

regional, serta risiko politik dan hukum jika negara anggota tidak mematuhi aturan 

yang telah disepakati (Pollack, 2005). Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan 

domestik negara anggota sering kali merupakan respons rasional terhadap struktur 

aturan dan konsekuensi kebijakan yang dihasilkan oleh institusi Uni Eropa (Pollack, 

2005). 

Dalam konteks kebijakan energi Uni Eropa, aturan institusional yang 

ditetapkan melalui RED menciptakan kerangka regulasi yang mengikat bagi negara 

anggota dalam mengembangkan kebijakan energi terbarukan (European 
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Commission, 2025e). Kebijakan tersebut menetapkan target energi terbarukan serta 

standar keberlanjutan yang harus dipenuhi oleh negara anggota (European 

Commission, 2025e), sehingga membentuk konteks institusional yang 

memengaruhi pilihan kebijakan energi domestik negara anggota. Dalam situasi 

tersebut, negara anggota harus mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan energi 

dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, politik, dan institusional dari 

setiap pilihan (Hall & Taylor, 1996). Finlandia sebagai negara anggota Uni Eropa 

kemudian mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan energi 

dalam kerangka regulasi tersebut. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan energi 

terbarukan nasional Finlandia terhadap kerangka RED dapat dipahami sebagai 

pilihan rasional yang diambil dalam konteks aturan institusional Uni Eropa 

(Pollack, 2005). 

 

2.2.2.  Europeanization (Eropanisasi) 

Radaelli (2003) mendefinisikan Eropanisasi sebagai proses di mana aturan 

formal dan informal, prosedur, paradigma kebijakan, gaya bertindak, serta norma 

dan kepercayaan bersama yang dikembangkan di Uni Eropa kemudian dimasukkan 

ke dalam logika wacana domestik, struktur politik, dan kebijakan publik negara 

anggota. Radaelli menekankan bahwa Eropanisasi bukanlah proses satu arah, 

melainkan interaksi dua-arah antara kebijakan nasional dan kebijakan Eropa. 

Dalam praktiknya, hal ini berarti negara anggota melakukan uploading 

(membentuk kebijakan Uni Eropa) dan downloading (menerima aturan Uni Eropa) 

secara simultan (Radaelli, 2003). 

Tekanan kebijakan Uni Eropa adalah salah satu pendorong utama 

Eropanisasi. Ketika Uni Eropa mengeluarkan regulasi atau direktif, negara anggota 

terpaksa menyesuaikan kebijakan dan undang-undangnya agar selaras dengan 

standar Uni Eropa. Uni Eropa sendiri telah menghasilkan sekitar 500 keputusan 

kebijakan setiap tahun dan lebih dari 5.000 direktif dan regulasi hingga saat ini 

(Börzel & Risse, 2002). Di beberapa bidang seperti lingkungan dan pertanian, lebih 

dari 80% kebijakan disusun di tingkat Uni Eropa (Börzel & Risse, 2002). 

Akibatnya, implementasi kebijakan Uni Eropa menyebabkan perubahan substansial 

dalam kerangka kebijakan domestik. Misalnya, negara anggota harus merombak 
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undang-undang energi, transportasi, dan lingkungan mereka untuk memenuhi target 

energi terbarukan Uni Eropa. Riset Börzel dan Risse (2002) menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan Eropa sering mengubah gaya kebijakan nasional instrumen 

yang digunakan, dan standar yang ditetapkan dalam negeri. Inilah yang disebut 

sebagai mekanisme downloading, kebijakan dan standar Uni Eropa “didownload” 

ke dalam hukum nasional. 

Selain perubahan kebijakan, Eropanisasi juga mencakup perubahan kognitif 

dan normatif. Radaelli (2003) mencatat bahwa terjadi pergeseran kerangka acuan 

politis di dalam negeri di mana aktor politik mulai melihat masalah domestik lewat 

kacamata Eropa. Misalnya, isu-isu seperti persaingan usaha, hak asasi, atau standar 

lingkungan Eropa menjadi bagian dari pembicaraan politik nasional. Dalam istilah 

Radaelli, Eropanisasi terjadi ketika logika tindakan dan logika makna domestik 

dibingkai ulang menurut standar Eropa (Radaelli, 2003). Proses ini mendorong 

adopsi norma Uni Eropa bukan hanya karena kewajiban hukum, tetapi karena 

norma tersebut mulai dianggap sah dan bermanfaat. Penyesuaian domestik ini 

bersifat signifikan; misalnya dalam RED terbaru yang menaikkan target Uni Eropa 

menjadi 42,5% pada 2030, sehingga setiap negara anggota harus merombak 

kebijakan nasionalnya.  

Pada akhirnya, efek Eropanisasi terlihat pada perubahan aktor dan diskursus 

domestik. Radaelli (2003) menunjukkan bahwa Eropanisasi tidak hanya mencakup 

perubahan kebijakan, tetapi juga memengaruhi identitas dan keyakinan para 

pembuat kebijakan, sehingga norma Uni Eropa menjadi bagian dari cara berpikir 

dan berpolitik di negara anggota. Meskipun terdapat resistensi domestik, pada 

akhirnya norma Eropa diterjemahkan menjadi kebijakan internal karena legitimasi 

bersama di tingkat Uni Eropa (Börzel & Risse, 2002). 
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2.3.  Kerangka Pemikiran 

Penerapan kebijakan energi terbarukan Uni Eropa melalui RED menjadi 

tantangan bagi negara anggota dalam menyesuaikan kebijakan energi nasionalnya. 

Ketentuan RED, khususnya sejak diberlakukannya RED II dan diperkuat melalui 

RED III, memperketat standar keberlanjutan energi terbarukan, termasuk 

pengaturan terhadap pemanfaatan biomassa kehutanan. Kondisi ini menimbulkan 

perbedaan antara kebijakan supranasional Uni Eropa dan kepentingan energi 

nasional masing-masing negara anggota. Dalam konteks tersebut, Finlandia 

menghadapi tekanan kebijakan karena tingginya ketergantungan pada bioenergi 

berbasis kehutanan dalam bauran energi nasionalnya. Perbedaan antara ketentuan 

RED dan kondisi energi domestik Finlandia menciptakan kebutuhan untuk 

melakukan penyesuaian kebijakan nasional. Situasi ini menjadikan alasan Finlandia 

melakukan penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasionalnya sebagai fokus 

utama penelitian. 

Untuk menjelaskan dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori RCI 

dan konsep Eropanisasi sebagai kerangka analisis. RCI digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana aturan institusional Uni Eropa membentuk konteks 

pengambilan keputusan negara anggota serta memengaruhi kalkulasi rasional 

negara dalam menentukan pilihan kebijakan. Sementara itu, Eropanisasi digunakan 

untuk memahami bagaimana kebijakan Uni Eropa dapat memberikan tekanan 

terhadap kebijakan domestik negara anggota dan mendorong terjadinya 

penyesuaian kebijakan nasional. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan 

membandingkan kebijakan energi terbarukan Uni Eropa melalui RED dengan 

kebijakan energi nasional Finlandia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

secara deskriptif untuk memahami alasan Finlandia melakukan penyesuaian 

kebijakan energi terbarukan nasionalnya terhadap RED Uni Eropa. Hasil analisis 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan antara 

kebijakan energi Uni Eropa dan kepentingan energi nasional Finlandia, serta 

menjelaskan pertimbangan rasional yang melatarbelakangi penyesuaian kebijakan 

tersebut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 

 

 

Kebijakan energi terbarukan Uni Eropa melalui RED III bertujuan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis 

deskriptif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan 

untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau 

kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Pendekatan ini menekankan pada 

upaya menjelaskan fenomena secara mendalam dengan berfokus pada pertanyaan 

bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi dalam konteks tertentu. Creswell 

(2014) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif melibatkan proses 

pengumpulan data yang bersifat tekstual, seperti dokumen resmi, laporan 

kebijakan, dan pernyataan institusional, yang kemudian dianalisis secara induktif 

untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data tersebut. 

Peneliti berpedoman pada langkah-langkah penelitian kualitatif sebagaimana 

dikemukakan oleh Adu dalam A Step-By-Step Guide to Qualitative Data Coding 

(2019) dalam melaksanakan penelitian ini. Pada tahap awal, peneliti 

mengidentifikasi dan memahami fenomena yang akan diteliti, yaitu penyesuaian 

kebijakan energi terbarukan nasional Finlandia dalam kerangka RED Uni Eropa. 

Tahap ini diawali dengan kajian dokumen dan literatur awal terhadap kebijakan 

energi Uni Eropa dan kebijakan energi nasional Finlandia guna merumuskan 

pertanyaan penelitian utama yang berfokus pada alasan Finlandia melakukan 

penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasionalnya terhadap RED, khususnya 

dalam konteks ketergantungan terhadap bioenergi berbasis kehutanan. 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data 

primer dan sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi dan publikasi 

yang kredibel, seperti dokumen kebijakan Uni Eropa terkait RED, NECP Finlandia, 
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laporan dari European Commission, Directorate-General for Energy, Statistics 

Finland, serta laporan lembaga internasional seperti Eurostat, International Energi 

Agency (IEA), Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) dan European Environment Agency (EEA). Selain itu, data juga diperoleh 

dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta publikasi kebijakan yang relevan 

untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan 

antara kebijakan supranasional Uni Eropa dan kebijakan energi nasional Finlandia. 

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan tahap analisis dan interpretasi 

data. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji isi dokumen secara sistematis untuk 

mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan yang berkaitan dengan proses 

penyesuaian kebijakan energi terbarukan Finlandia terhadap ketentuan RED Uni 

Eropa. Pada tahap ini, peneliti membandingkan ketentuan kebijakan energi Uni 

Eropa dengan kebijakan energi nasional Finlandia untuk melihat bagaimana 

Finlandia menafsirkan, menyesuaikan, atau mempertahankan kepentingan energi 

nasionalnya dalam kerangka harmonisasi kebijakan Uni Eropa. 

Pada tahap akhir, peneliti menyusun temuan penelitian dan menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun 

untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai alasan Finlandia melakukan 

penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasionalnya terhadap RED Uni Eropa. 

Seluruh tahapan penelitian ini dirancang secara sistematis agar penelitian mampu 

memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai dinamika hubungan 

antara kebijakan energi supranasional Uni Eropa dan kepentingan energi nasional 

Finlandia. 

 

3.2.  Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada alasan Finlandia melakukan penyesuaian 

kebijakan energi terbarukan nasionalnya di tengah penerapan kebijakan energi 

terbarukan Uni Eropa melalui RED dengan menggunakan teori RCI serta konsep 

Eropanisasi sebagai kerangka analisis. Dalam penelitian ini, RCI digunakan untuk 

memahami bagaimana aturan institusional Uni Eropa membentuk konteks 

pengambilan keputusan negara anggota, serta bagaimana negara melakukan 

perhitungan rasional terhadap berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Sementara 
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itu, konsep Eropanisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan Uni 

Eropa dapat menciptakan tekanan kebijakan yang mendorong negara anggota untuk 

menyesuaikan kebijakan domestiknya. 

Sehingga berdasarkan kerangka tersebut, fokus penelitian ini diturunkan ke 

dalam beberapa poin analisis. Pertama, penelitian ini mengkaji kebijakan energi 

Uni Eropa melalui RED sebagai kerangka aturan institusional yang membentuk 

ruang kebijakan negara anggota. Kedua, penelitian ini menganalisis struktur 

insentif dan disinsentif kebijakan yang muncul dari penerapan RED terhadap 

kebijakan energi nasional Finlandia, khususnya terkait standar keberlanjutan 

bioenergi berbasis kehutanan. Ketiga, penelitian ini menelaah perhitungan 

konsekuensi yang dilakukan Finlandia dalam menentukan pilihan kebijakan energi 

nasionalnya dalam merespons ketentuan RED Uni Eropa. 

Batasan waktu penelitian difokuskan pada periode pasca penerapan RED II 

hingga penguatan kerangka kebijakan melalui RED III sampai dengan tahun 2025. 

Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada meningkatnya perhatian Uni Eropa 

terhadap standar keberlanjutan energi terbarukan, terutama dalam pengaturan 

pemanfaatan biomassa kehutanan, yang menuntut negara anggota untuk melakukan 

penyesuaian kebijakan nasional secara lebih intensif. Pembatasan periode ini 

memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara konsisten dinamika sikap dan pola 

penyesuaian kebijakan energi terbarukan Finlandia dalam merespons 

perkembangan kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. 

 

3.3.  Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai 

basis utama dalam proses pengumpulan data. Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek 

penelitian, seperti dokumen kebijakan resmi, laporan institusional, serta publikasi 

yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau institusi terkait. Dalam penelitian 

ini, data primer diperoleh dari dokumen kebijakan resmi Uni Eropa yang berkaitan 

dengan kebijakan energi terbarukan melalui RED, termasuk dokumen RED II dan 

RED III, laporan dan publikasi dari European Commission serta Directorate-

General for Energy, yang memuat target, standar, dan mekanisme kebijakan energi 
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terbarukan Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen 

kebijakan energi nasional Finlandia, seperti National Energy and Climate Plan 

(NECP), serta laporan dan publikasi resmi pemerintah Finlandia yang berkaitan 

dengan kebijakan energi dan iklim nasional. 

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain 

yang mengolah atau menganalisis data dari sumber utama. Dalam penelitian ini, 

data sekunder diperoleh dari laporan statistik dan publikasi lembaga nasional 

maupun internasional, seperti Eurostat, Statistics Finland, IEA, OECD, EEA, serta 

World Nuclear Association (WNA), yang digunakan untuk memberikan gambaran 

empiris mengenai struktur energi nasional Finlandia dan pemanfaatan energi 

terbarukan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur akademik berupa 

buku dan artikel jurnal ilmiah untuk memperkuat landasan konseptual dan analitis 

penelitian. Peneliti juga menggunakan sumber berita dari media internasional dan 

nasional yang kredibel, seperti yle.fi dan reuters.com dsb., untuk melengkapi 

informasi mengenai perkembangan kebijakan energi yang relevan dengan 

penelitian. 

Seluruh data tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dan 

kredibilitas sumber guna mendukung analisis mengenai alasan Finlandia 

melakukan penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasionalnya terhadap RED 

Uni Eropa. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

literatur dan dokumentasi. Menurut Neuman (2014), teknik ini melibatkan 

penelaahan sumber tertulis yang telah tersedia untuk dua tujuan utama: membangun 

pemahaman konseptual melalui tinjauan pustaka (literature review) dan 

mengumpulkan data melalui analisis sekunder terhadap dokumen resmi 

(documentary research). Dalam konteks ini, peneliti menggunakan berbagai 

sumber seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, hingga 

publikasi resmi institusi untuk memberikan bukti nyata terhadap fenomena yang 

diteliti. 
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Adapun penerapan studi literatur dan dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengkaji kebijakan energi terbarukan Uni Eropa melalui RED, 

serta penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasional Finlandia terhadap 

ketentuan tersebut. Data yang digunakan mencakup dokumen hukum Uni Eropa 

yang diperoleh melalui situs resmi European Commission, khususnya Directorate-

General for Energy (energy.ec.europa.eu), serta basis data hukum Uni Eropa EUR-

Lex (eur-lex.europa.eu) untuk mengidentifikasi isi, tujuan, dan ketentuan RED, 

termasuk RED II dan RED III. Sementara itu, kebijakan energi nasional Finlandia 

ditelusuri melalui dokumen NECP serta publikasi resmi pemerintah Finlandia yang 

berkaitan dengan kebijakan energi dan iklim nasional. 

Untuk memperkuat analisis, data statistik mengenai struktur bauran energi 

dan perkembangan energi terbarukan diperoleh dari Statistics Finland (stat.fi) dan 

Eurostat (ec.europa.eu/eurostat). Selain itu, laporan dari organisasi internasional 

seperti IEA, OECD dan EEA digunakan untuk memberikan analisis komparatif 

serta evaluasi kebijakan energi Finlandia dalam konteks Uni Eropa. 

Lebih lanjut, untuk memahami perkembangan kebijakan dan dinamika 

perdebatan publik yang berkaitan dengan isu energi terbarukan, penelitian ini juga 

menggunakan artikel jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar serta 

pemberitaan daring dari media internasional yang kredibel seperti Reuters, Politico 

Europe, dan YLE News. Melalui integrasi studi literatur dan dokumentasi tersebut, 

penelitian ini berupaya memperoleh basis data yang sistematis dan komprehensif 

untuk mendukung analisis kualitatif mengenai alasan Finlandia dalam 

menyesuaikan kebijakan energi terbarukan nasionalnya dalam kerangka kebijakan 

energi Uni Eropa. 

 

3.5.  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif 

yang dikemukakan oleh Miles dkk. (2013), yang terdiri atas tiga tahapan utama, 

yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu proses pemilihan, 

penyederhanaan, dan pemfokusan data agar lebih terorganisasi dan relevan dengan 

fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang digunakan berupa informasi terkait 
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kebijakan energi terbarukan Uni Eropa melalui RED, kebijakan energi nasional 

Finlandia, serta alasan Finlandia melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya 

terhadap ketentuan tersebut. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur sekunder 

seperti dokumen kebijakan Uni Eropa, publikasi pemerintah Finlandia, laporan 

organisasi internasional, artikel akademik, serta pemberitaan media yang relevan. 

Setiap unit informasi kemudian dikelompokkan dan diberi kode sebagai label 

analitis yang merepresentasikan kategori atau tema tertentu, seperti standar aturan 

kebijakan RED, standar keberlanjutan bioenergi, struktur energi nasional Finlandia, 

serta pertimbangan kebijakan dalam proses penyesuaian kebijakan nasional. Proses 

pengodean ini membantu peneliti mengorganisasi data secara sistematis, 

mengurangi kompleksitas informasi, serta mempermudah identifikasi alasan 

Finlandia melakukan penyesuaian kebijakan energi terbarukan nasionalnya. 

Tahap kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk narasi 

deskriptif yang disusun secara sistematis. Penyajian data ini bertujuan untuk 

menampilkan hubungan antara kebijakan energi terbarukan Uni Eropa dan 

kebijakan energi nasional Finlandia secara lebih jelas. Melalui penyajian data yang 

terstruktur, peneliti dapat melihat keterkaitan antar kategori, kecenderungan 

penyesuaian kebijakan Finlandia, serta dinamika penyesuaian kebijakan nasional 

terhadap ketentuan RED, khususnya dalam konteks pemanfaatan bioenergi berbasis 

kehutanan. 

Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses 

interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan pola, tema, dan 

hubungan yang bermakna. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan dalam 

bentuk narasi analitis berdasarkan hasil interpretasi data dengan menggunakan 

kerangka konseptual yang telah ditetapkan. Verifikasi kesimpulan dilakukan 

dengan cara meninjau kembali konsistensi data, kesesuaian antara temuan dan 

pertanyaan penelitian, serta relevansi antara data empiris dan konsep yang 

digunakan. 

Teknik analisis data ini sejalan dengan pendekatan studi literatur dan 

dokumentasi dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk 

mengelola dan menafsirkan data berbentuk dokumen kebijakan serta literatur 

akademik secara sistematis dan mendalam. Melalui proses analisis tersebut, 
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penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai alasan Finlandia melakukan penyesuaian kebijakan energi terbarukan 

nasionalnya terhadap RED Uni Eropa.



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

5.1.   Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Finlandia melakukan penyesuaian 

kebijakan energi terbarukan nasional terhadap RED Uni Eropa tidak dapat 

dijelaskan hanya sebagai bentuk kepatuhan normatif terhadap institusi 

supranasional. Penyesuaian tersebut lebih tepat dipahami sebagai hasil kalkulasi 

rasional Finlandia dalam menghadapi perubahan struktur aturan Uni Eropa. RED 

III membentuk kerangka institusional yang semakin mengikat melalui target energi 

terbarukan, standar keberlanjutan biomassa, kewajiban transposisi, serta 

mekanisme pengawasan kepatuhan. Aturan tersebut membatasi pilihan kebijakan 

nasional Finlandia, terutama karena negara ini masih memiliki ketergantungan 

terhadap bioenergi berbasis kehutanan. Namun, batasan tersebut tidak menghapus 

ruang strategi domestik Finlandia. Finlandia tetap memiliki kemampuan untuk 

menyesuaikan bentuk adaptasi sesuai dengan kondisi ekonomi, energi, dan 

lingkungan nasionalnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa 

penyesuaian kebijakan Finlandia merupakan respons strategis terhadap tekanan 

institusional Uni Eropa. 

Dalam kerangka RCI, Finlandia bertindak sebagai aktor rasional yang 

menimbang biaya dan manfaat dari berbagai alternatif kebijakan. Pilihan untuk 

tidak menyesuaikan RED III berpotensi menghasilkan biaya hukum, biaya reputasi, 

ketidakpastian investasi, serta tekanan dari mekanisme pelanggaran Uni Eropa. 

Pilihan untuk mempertahankan penggunaan bioenergi kehutanan tanpa perubahan 

juga tidak lagi menguntungkan karena melemahnya carbon sink membuat 

pemanfaatan biomassa primer semakin dipersoalkan. Di sisi lain, pengurangan 

bioenergi kehutanan secara drastis juga bukan pilihan optimal karena sektor 
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tersebut masih berkaitan dengan ketahanan energi dan struktur ekonomi Finlandia. 

Berdasarkan perbandingan pilihan tersebut, Finlandia memilih adaptasi selektif 

sebagai opsi paling rasional. Adaptasi ini dilakukan dengan menata ulang 

pemanfaatan biomassa, memperkuat Cascading Principle, mendorong teknologi 

bersih seperti BECCS, serta mempercepat penyesuaian hukum pada aspek yang 

menjadi perhatian Uni Eropa. 

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa RED III membawa dampak 

langsung terhadap Finlandia pada aspek lingkungan, ekonomi, dan institusional. 

Pada aspek lingkungan, melemahnya fungsi hutan sebagai carbon sink membuat 

kebijakan bioenergi kehutanan harus ditinjau kembali agar tidak menghambat target 

iklim nasional. Pada aspek ekonomi, Cascading Principle mendorong Finlandia 

untuk mengarahkan kayu pada pemanfaatan bernilai tambah lebih tinggi sebelum 

digunakan sebagai energi. Pada aspek teknologi, tekanan terhadap bioenergi 

konvensional membuka peluang bagi Finlandia untuk mengembangkan teknologi 

rendah karbon, termasuk BECCS dan solusi penangkapan karbon lainnya. Pada 

aspek institusional, prosedur pelanggaran Uni Eropa memperbesar biaya 

ketidakpatuhan dan mendorong Finlandia untuk tetap berada dalam jalur 

penyesuaian. Dengan demikian, RED III tidak hanya menciptakan tekanan, tetapi 

juga mengubah struktur insentif yang membentuk arah kebijakan energi Finlandia. 

Analisis peneliti menunjukkan bahwa penyesuaian Finlandia tidak bersifat 

total, melainkan selektif dan bertahap. Finlandia tidak meninggalkan bioenergi 

kehutanan secara keseluruhan karena pilihan tersebut akan mengabaikan kondisi 

geografis, struktur ekonomi, dan kebutuhan ketahanan energi domestik. Finlandia 

juga tidak menolak RED III secara terbuka karena pilihan tersebut akan 

meningkatkan biaya hukum dan reputasi dalam sistem Uni Eropa. Strategi yang 

dipilih adalah menjaga bioenergi yang masih dapat memenuhi standar 

keberlanjutan, mengurangi ketergantungan pada biomassa primer yang berisiko, 

serta memperluas sumber energi dan teknologi rendah karbon. Pola ini 

memperlihatkan bahwa proses adaptasi terhadap RED III menyesuaikan diri dengan 

kondisi domestik Finlandia, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang terlalu 

besar bagi sektor kehutanan dan sistem energi nasional. Dengan kata lain, 



66 

 

penyesuaian Finlandia merupakan kompromi rasional antara kewajiban 

supranasional dan kepentingan domestik. 

Perbandingan dengan negara anggota lain memperkuat kesimpulan tersebut. 

Negara yang tidak mampu menunjukkan transposisi memadai menghadapi eskalasi 

tekanan melalui letter of formal notice, reasoned opinion, hingga potensi rujukan 

ke CJEU. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap RED III 

memiliki biaya institusional yang nyata. Finlandia memang masih menghadapi 

tekanan dalam proses transposisi, terutama terkait percepatan perizinan energi 

terbarukan. Namun, respons Finlandia lebih tepat dipahami sebagai partial 

compliance yang bergerak dalam jalur penyesuaian bertahap, bukan sebagai 

penolakan terhadap RED III. Dalam logika RCI, pilihan tersebut rasional karena 

memungkinkan Finlandia mengurangi risiko sanksi, menjaga kredibilitas sebagai 

negara dengan kinerja energi terbarukan tinggi, dan mempertahankan kepentingan 

domestiknya. Oleh karena itu, alasan utama Finlandia melakukan penyesuaian 

kebijakan adalah untuk meminimalkan biaya ketidakpatuhan, menjaga 

keberlanjutan sektor kehutanan, mempertahankan ketahanan energi, dan 

mengamankan posisi strategis dalam transisi energi Uni Eropa. 

 

5.2.   Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada alasan penyesuaian 

kebijakan Finlandia terhadap RED Uni Eropa, khususnya dalam konteks bioenergi 

kehutanan dan pengetatan standar keberlanjutan biomassa. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan membandingkan 

Finlandia dengan negara Nordik lain, seperti Swedia dan Denmark, untuk melihat 

variasi respons negara anggota terhadap aturan RED III. Perbandingan tersebut 

penting karena negara Nordik memiliki karakteristik energi dan kehutanan yang 

relatif berdekatan, tetapi tidak selalu memiliki pilihan kebijakan yang sama. 

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam peran aktor domestik, 

seperti industri kehutanan, partai politik, lembaga lingkungan, dan pemerintah 

daerah, dalam membentuk respons Finlandia terhadap RED III. 

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada implementasi 

pasca transposisi RED III. Hal ini penting karena dampak nyata RED III tidak hanya 
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terlihat pada perubahan dokumen kebijakan, tetapi juga pada praktik pelaksanaan, 

mekanisme sertifikasi biomassa, percepatan perizinan energi terbarukan, dan 

investasi teknologi bersih. Kajian lanjutan juga dapat menelusuri apakah strategi 

Finlandia dalam mengembangkan BECCS dan teknologi penangkapan karbon 

benar-benar mampu mengatasi persoalan carbon sink dalam jangka panjang. 

Dengan demikian, studi mengenai RED dan Finlandia masih dapat dikembangkan 

untuk memahami hubungan antara aturan supranasional, kepentingan domestik, 

dan transformasi energi dalam Uni Eropa. 

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya desain kebijakan 

yang adaptif. Negara anggota perlu menyesuaikan kebijakan tanpa mengabaikan 

kondisi domestik masing-masing. Integrasi antara target Uni Eropa dan 

kepentingan nasional menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Negara anggota juga 

perlu mempertimbangkan strategi kebijakannya terhadap dampak jangka panjang 

secara ekonomi dan lingkungan. Uni Eropa juga perlu menjaga keseimbangan 

antara standar dan fleksibilitas kebijakan. Ruang fleksibilitas penting untuk 

mengakomodasi perbedaan struktur energi negara anggota. Pendekatan yang terlalu 

seragam berpotensi meningkatkan beban penyesuaian kebijakan domestik. Oleh 

karena itu, koordinasi antara tingkat supranasional dan nasional perlu diperkuat. 

Hal ini penting untuk memastikan transisi energi berjalan secara efektif dan 

berkelanjutan. 
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